WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan tugas dan fungsi perusahaan perlu adanya
pembaharuan tugas dan beban kerja di Perusahaan Daerah

Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a, perlu menetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air

Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota

Banjarmasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan.
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan
Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3353);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air

Minum;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan
Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi
Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kota
Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya
Tingkat II Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 1976 Tentang
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor

22);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2008
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan
Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
Bandarmasih (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun

2008 Nomor 24);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

10.
11.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

Walikota adalah Walikota Kota Banjarmasin.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya disingkat
dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan
kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah Perusahaan Daerah Air
Minum Kota Banjarmasin.

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas
penggunaan anggaran dan pengurusan perusahaan untuk kepentingan
dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun
di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
Banjarmasin.

Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya.

Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.

BAB II
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

Kedudukan struktur dan jabatan direksi dan kepegawaian PDAM

Bandarmasih Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan

Menteri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian



Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan

Usaha Milik Daerah dan ketentuan lainnya yang berlaku.

Pasal 3

Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB III
URAIAN TUGAS ORGANISASI PDAM

Pasal 4

Uraian Pekerjaan Struktur Organisasi PDAM Bandarmasih Kota
Banjarmasin diatur dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air

Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini hares ditetapkan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Walikota ini

diundangkan.



Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 1C J uli 201 9

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 11 J uli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 55



STRUKTUR ORGANISASI PDAM BANDARMASIH

LAM PI RAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR _ 4 TAHUN 2019

'TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM BANDARMASIH KOTA BANJARMASIN
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IBNU SINA
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